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ABSTRAKSI 

Pada tahun 2022, Indonesia menempati posisi kelima di Asia Tenggara dalam 

Indeks Pembangunan E-government, yang menunjukkan kemajuan dalam 

penerapan praktik E-government. Penelitian sebelumnya telah menyoroti beberapa 

kendala yang dihadapi selama penerapan E-government di Indonesia, termasuk 

permasalahan terkait kurangnya perlindungan hukum yang transparan, mekanisme 

implementasi yang tidak jelas, dan terbatasnya dukungan teknologi. Tujuan utama 

studi ini adalah untuk menganalisis E-government yang mengintegrasikan prinsip-

prinsip pengambilan kebijakan yang deliberatif dengan pemanfaatan media sosial 

sebagai sarana pemerintahan yang efektif didasarkan pada kepercayaan publik. 

Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif 

analitis yang berfokus pada analisis data sekunder, penelitian ini mengungkapkan 

bahwa tata kelola pemerintahan yang baik memainkan peran penting dalam 

memfasilitasi keberhasilan penerapan pemerintahan elektronik (E-government). 

Penggabungan media sosial dalam kerangka E-government mempunyai potensi 

untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan daya tanggap pemerintah. 

Namun, tantangan terkait privasi, keamanan data, dan kesenjangan digital harus 

diatasi secara efektif untuk memastikan keberhasilan inisiatif E-government yang 

melibatkan media sosial. 

 

Kata kunci :  E-government,  Good Governance, Media Sosial, Partisipasi 

Masyarakat, Kepercayaan Publik. 
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1. Pendahuluan  

 Teknologi, Informasi, dan komunikasi (TIK) merupakan sumber daya penting 

bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan publik secara efisien (Sandoval-

Almazan & Gil-Garcia, 2012). Di Indonesia, TIK menjadi semakin penting dalam 

memberikan layanan kepada masyarakat, namun melaksanakan pelayanan publik 

yang efektif menggunakan TIK masih merupakan sebuah tantangan. Salah satu 

produk TIK yaitu pemerintahan elektronik (E-government) dimanfaatkan 

pemerintah untuk memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat. 

Tujuan dari E-government adalah untuk meningkatkan sistem manajemen 
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informasi dan kemajuan pelayanan publik, serta meningkatkan penggunaan 

teknologi informasi (Sabani, 2020). 

 Indonesia menempati peringkat kelima di Asia Tenggara dalam Indeks 

Pembangunan E-government (E-government Development Index/ EGDI) dengan 

nilai indeks hampir 0,80 pada tahun 2022 (Annur, 2022). Meskipun peringkatnya 

yang tinggi, pemerintah perlu mengakui apakah ini sejalan dengan kualitas layanan 

yang dirasakan oleh masyarakat. Meskipun implementasi E-government dinilai 

baik, namun bisa menjadi lebih optimal. Namun, menurut penelitian Hutahaean 

dkk bahwa Indonesia menghadapi beberapa hambatan dalam implementasi E-

government, yang dapat disarikan sebagai berikut: (1) ketidaktransparan 

perlindungan hukum, (2) mekanisme implementasi yang tidak jelas, dan (3) 

dukungan teknologi informasi yang terbatas. Akibatnya, masyarakat memerlukan 

pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana E-government seharusnya 

diimplementasikan, yang berdampak pada pendekatan deliberatif yang kurang 

efektif dalam menerapkan kebijakan public (Hutahaean et al., 2023).  

 Tata kelola yang baik (good governance) memiliki peran krusial dalam 

mendukung kesuksesan implementasi E-government. Good Governance dianggap 

dapat memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam lingkup pemerintahan elektronik 

(E-government) (Syahputri & Kusdarini, 2021). Selain penerapan E-government itu 

sendiri, pemerintah juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dengan 

menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dalam usaha meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap E-government sebagai alat pelaksanaan 

kebijakan yang demokratis, pemerintah menghadapi tantangan baru terkait 

pemanfaatan media sosial sebagai sarana sosialisasi yang efektif (Abdulkareem et 

al., 2022). Penyebaran informasi negatif tentang pemerintah di platform media 

sosial seiring berjalannya waktu dapat menghambat upaya positif dalam 

mempromosikan E-government serta meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalamnya (Khalid & Maidin, 2022). 

 Untuk mengatasi celah dalam literatur dalam menghadapi tantangan ini, 

penelitian ini menganalisis partisipasi E-government yang mengintegrasikan 

prinsip-prinsip kebijakan deliberatif dengan penggunaan media sosial sebagai 
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praktik tata kelola yang baik dengan berlandaskan kepercayaan masyarakat. Model 

ini dirancang untuk memprediksi serta mendorong partisipasi masyarakat dalam E-

government guna menjadikannya alat yang lebih efektif dalam 

mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis. 

 

2. Teori  

2.1 Partisipasi E-government 

 E-government, sebagai fenomena yang kompleks, sangat bergantung pada 

teknologi, informasi dan komunikasi (TIK). Tujuannya adalah meningkatkan 

efisiensi pemerintah, kualitas layanan publik, dan partisipasi demokratis, 

memungkinkan masyarakat mengakses informasi relevan, melakukan transaksi 

elektronik, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (Yang & Rho, 2007). 

E-government juga digunakan untuk transaksi, pencarian informasi, pengambilan 

keputusan, dan perumusan kebijakan (Ejdys, 2020). Dalam upaya meningkatkan 

layanan publik, E-government menjadi salah satu gerakan terbaru yang dirancang 

untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi Masyarakat (Seo et al., 2018). 

Partisipasi E-government melibatkan interaksi dan partisipasi masyarakat dalam 

pengambilan keputusan terkait kebijakan publik, yang dapat ditingkatkan melalui 

pemanfaatan media sosial dan penerapan tata kelola yang baik, hal ini senada juga 

dengan temuan, yang menyatakan “E-Government” memperbaiki kinerja birokrasi 

dan administrasinya agar mutu pelayanan kepada masyarakat (Juliawat & Sandiasa, 

2019: 2). Media sosial mempermudah akses informasi dan meningkatkan manfaat 

yang dirasakan oleh masyarakat, sementara tata kelola yang baik melalui layanan 

publik yang transparan dan responsif dapat membangun kepercayaan Masyarakat 

(Nulhusna et al., 2017). 

2.2 Good Governance 

Tata kelola yang baik (good governance) memiliki kaitan dengan berbagai 

nilai, termasuk akuntabilitas, yang dipandang oleh banyak pihak sebagai kewajiban 

pemerintah. Akuntabilitas dan transparansi merujuk pada sejauh mana pemerintah 

bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil terhadap masyarakat 

dalam pencapaian kinerja implementasi program E-government (Karunia et al., 

2023). Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan 
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kebijakan dengan efektif, efisien, dan ekonomis demi kepentingan masyarakat (Al-

Shbail & Aman, 2018). Beshi dan Kaur mengindikasikan bahwa salah satu 

keuntungan kritis dari E-government adalah meningkatkan akuntabilitas di dalam 

pemerintah yang dapat meningkatkan kepercayaan publik (Beshi & Kaur, 2020). 

2.3 Sosial Media 

Penggunaan media sosial sebagai bagian dari E-government memfasilitasi 

interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Hung dkk berpendapat bahwa media 

sosial mampu memengaruhi persepsi tentang kegunaan, kemudahan penggunaan, 

dan kualitas informasi dalam E-government (Hung et al., 2020). Terkait E-

government di media sosial, kualitas informasi menjadi hal yang penting, terutama 

ketika warga mencari informasi dan pengalaman pengguna lainnya dalam 

menggunakan E-government di media sosial. Khan dkk mendefinisikan kualitas 

informasi merupakan persepsi publik tentang sumber informasi E-government yang 

akurat, lengkap, relevan, terkini, dan berharga sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

(Khan et al., 2021). Publik menganggap E-government dapat dipercaya ketika itu 

komprehensif dan akurat (Carter et al., 2016). Dengan demikian, mutu informasi 

berkontribusi pada peningkatan tingkat kepercayaan publik dalam pelaksanaan dan 

pencapaian keberhasilan E-government.  

 

3. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain 

analitis deskriptif yang berfokus pada analisis data sekunder. Pendekatan kualitatif 

dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman yang lebih 

mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti, dalam hal ini, topik terkait E-

government dan partisipasi masyarakat. Data sekunder yang digunakan berasal dari 

berbagai sumber yang relevan seperti laporan pemerintah, studi terdahulu, dan 

dokumen-dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan implementasi E-

government dan partisipasi masyarakat.  

 

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

4.1 Fenomena Kepercayaan Publik terhadap Good Governance dan E-government 

di Indonesia 
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Survei Edelman Trust Barometer yang melibatkan 28 negara mengungkapkan 

bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi bisnis secara umum lebih 

tinggi daripada kepercayaan terhadap pemerintah. Dalam survei ini, 22 negara, 

termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap bisnis lebih tinggi 

dibandingkan dengan pemerintah. Sebaliknya, hanya ada enam negara di mana tren 

kepercayaan lebih tinggi terhadap pemerintah ditemukan. Penelitian ini juga 

menemukan bahwa warga negara yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi 

terhadap pemerintah mereka juga cenderung memiliki kepercayaan tinggi terhadap 

institusi bisnis. Hal ini terjadi di beberapa negara seperti Indonesia, India, Cina, 

Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Singapura.  

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Institusi Secara Global 
                       Sumber: (Edelman Trust Barometer, 2022) 

 
Implementasi E-government di Indonesia adalah inisiatif pemerintah untuk 

meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan dan kepercayaan 

publik dengan memanfaatkan TIK. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas 

layanan publik, mengurangi biaya operasional pemerintah, dan meningkatkan 
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partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Penerapan E-government di 

Indonesia telah dimulai sejak tahun 2000-an dan mencakup berbagai sistem dan 

aplikasi seperti e-KTP, e-filing pajak, e-Kelurahan, e-Procurement, dan sistem 

informasi kependudukan (Sudirman & Saidin, 2022). Selama beberapa tahun 

terakhir, pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan 

untuk mendukung implementasi E-government, termasuk Peraturan Presiden No. 

44 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dokumen Elektronik dan Arsip, serta 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 71 (Najich Alfayn, 2022). 

Implementasi E-government di Indonesia adalah langkah strategis pemerintah 

dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan publik serta 

membangun kepercayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) (Sudirman & Saidin, 2022). Salah satu fokus utama dari inisiatif 

ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan 

keputusan terkait kebijakan publik (Seo et al., 2018). partisipasi E-government 

melibatkan interaksi dan keterlibatan aktif warga dalam perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan pemerintah. selain tik, pemanfaatan media sosial dan 

penerapan tata kelola yang baik juga dianggap sebagai faktor penting dalam 

meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap E-government. 

Selama dua dekade terakhir, Indonesia telah mengimplementasikan berbagai sistem 

dan aplikasi E-government, seperti e-ktp, e-filing pajak, e-kelurahan, e-

procurement, dan sistem informasi kependudukan, sebagai langkah konkret untuk 

meningkatkan kualitas layanan publik dan efisiensi pemerintahan. Upaya ini 

didukung oleh berbagai peraturan dan kebijakan, termasuk Peraturan Presiden No. 

44 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dokumen Elektronik dan Arsip, serta 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 71, yang menegaskan komitmen pemerintah 

terhadap transformasi digital dalam layanan publik. 

 

4.2 Praktik E-government di Indonesia dengan Penggunaan Sosial Media 

Praktik E-government di Indonesia dengan penggunaan media sosial 

merupakan perkembangan yang signifikan dalam upaya pemerintah untuk 

meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan 

(Suciska, 2016). Peneliti menilik bahwa penggunaan media sosial sebagai alat 
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komunikasi dan interaksi antara pemerintah dan warga dapat membuka peluang 

baru untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintah. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Furqon dan timnya, penggunaan E-

government melalui media sosial oleh pemerintah daerah bertujuan untuk 

memperbaiki interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Namun, tampaknya 

layanan E-government ini belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat, dan 

inisiatif tersebut memerlukan variasi strategi dalam posting, seperti video, gambar, 

atau teks, untuk mendapatkan respon dari masyarakat, seperti "like" di media sosial 

(Furqon et al., 2018).  

Selain itu, penggunaan media sosial dalam kerangka E-government 

memegang peran penting dalam memengaruhi persepsi tentang kemanfaatan, 

kemudahan penggunaan, dan kualitas informasi dalam konteks E-government, 

seperti yang ditemukan dalam penelitian oleh Hung dkk (Hung et al., 2020). 

Kualitas informasi yang disediakan di media sosial juga menjadi aspek kunci, 

terutama ketika warga mencari informasi dan pengalaman pengguna lain terkait E-

government. Definisi kualitas informasi oleh Khan dkk mencakup kriteria seperti 

akurasi, kelengkapan, relevansi, kekinian, dan nilai yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Kepercayaan publik pada E-government secara signifikan dipengaruhi 

oleh mutu informasi yang diberikan, yang menunjukkan pentingnya informasi yang 

komprehensif dan akurat dalam membangun tingkat kepercayaan publik terhadap 

pelaksanaan dan kesuksesan E-government (Khan et al., 2021). 

Penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi dan interaksi antara 

pemerintah dan warga telah membuka peluang baru untuk meningkatkan 

transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintah. Adapun berikut analisis 

peneliti dalam meningkat kepercayaan publik dengan penggunaan E-government 

melalui media sosial oleh pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan tata 

kelola pemerintah yang baik:  

1. Meningkatnya Aksesibilitas dan Informasi: Penggunaan media sosial seperti 

Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube telah memungkinkan pemerintah 

untuk menyediakan informasi lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. 

Hal ini membantu dalam menyebarkan berita, kebijakan, dan layanan publik 
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dengan lebih efisien. Warga dapat dengan mudah memperoleh informasi terkini 

tentang perubahan kebijakan atau layanan yang ditawarkan.  

2. Partisipasi Aktif Masyarakat: Media sosial membuat masyarakat terlibat pada 

platform untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi dan pengambilan keputusan 

terkait kebijakan. Misalnya, pemerintah sering mengadakan polling atau 

konsultasi publik melalui media sosial untuk mendapatkan masukan dari 

masyarakat. Ini menciptakan perasaan kepemilikan dan keterlibatan dalam 

proses pemerintahan.  

3. Transparansi dan Akuntabilitas: Penggunaan media sosial juga meningkatkan 

transparansi pemerintah, karena tindakan dan keputusan pemerintah dapat 

dilihat oleh publik secara lebih terbuka. Warga dapat dengan mudah memonitor 

tindakan pemerintah dan memberikan umpan balik langsung. Ini juga 

membantu dalam mengurangi potensi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.  

4. Tantangan Terkait Privasi dan Keamanan Data: Meskipun terdapat manfaat 

yang signifikan, penggunaan media sosial dalam E-government juga membawa 

tantangan terkait privasi dan keamanan data. Pemerintah harus memastikan 

bahwa data warga yang dikumpulkan dan disebarkan melalui media sosial 

dijaga dengan baik dan tidak disalahgunakan.  

5. Digital Divide: Meskipun semakin banyak warga yang memiliki akses ke 

internet dan media sosial, masih ada isu digital divide di Indonesia. Beberapa 

wilayah, terutama di pedesaan, mungkin memiliki keterbatasan akses. Oleh 

karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa inisiatif E-government dengan 

media sosial mencakup semua lapisan masyarakat. 

 

5. Kesimpulan 

Dari telaah di atas dapat diatrik simpulan sebagai berikut: 

1. Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah: Survei Edelman Trust 

Barometer menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah di Indonesia relatif rendah dibandingkan dengan institusi bisnis. 

Hal ini menegaskan perlunya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan 

kepercayaan publik terhadap pemerintah. 
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2. Pentingnya Implementasi E-Government: Implementasi E-government di 

Indonesia telah menjadi inisiatif strategis untuk meningkatkan efisiensi, 

transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. 

Media sosial memainkan peran penting dalam mendorong transparansi, 

akuntabilitas, dan responsivitas pemerintah. 

3. Tantangan dan Kunci Keberhasilan: Keberhasilan implementasi E-

government bergantung pada kemampuan mengatasi tantangan seperti 

privasi, keamanan data, dan kesenjangan digital. Meningkatkan aksesibilitas 

informasi, partisipasi aktif masyarakat, serta transparansi dan akuntabilitas 

menjadi elemen kunci dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik 

di Indonesia. 
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